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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana 

yang tercantum didalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar 

1945) yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.  

Rumusan dalam Undang-Undang Dasar 1945 mencerminkan suatu konsep 

konstitusional demokrasi atau konsep demokrasi konstitusional karena 

berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945, rumusan didalam Pasal 1 ayat 

(2) dan Pasal 1 ayat (3), Undang-Undang Dasar 1945 tersebut mencerminkan 

bahwa konsep negara hukum yang berlaku di Indonesia adalah suatu konsep 

negara hukum yang demokratis dan negara hukum yang konstitusional sesuai 

dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia1 . 

Negara Republik Indonesia yang memiliki konsep negara demokratis 

berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi 

manusia, dan menjamin warga negaranya mempunyai kedudukan yang sama 

di dalam hukum. Dalam Negara Republik Indonesia yang merupakan negara 

hukum yang menganut falsafah pancasila dan berdasarkan Undang-Undang 

                                                           
1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

 



 
 

Dasar 1945, memiliki cita-cita ingin mewujudkan masyarakat yang adil, 

makmur dan sejartera secara menyeluruh bagi seluruh rakyat. 

Mencapai sebuah cita-cita nya tersebut bukanlah suatu hal yang mudah 

untuk dilaksanakan.  Kenyataannya  bahwa didalam masyarakat banyak 

terjadinya tindakan melawan hukum dan merugikan negara maupun 

merugikan kepentingan masyarakat sendiri yang disebut tindak pidana. 

Pengertian tindak pidana sendiri menurut Prof. Moeljanto, ialah perbuatan 

yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana diseratai ancaman (sanksi) 

yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan 

tersebut2. 

Untuk mengatur permasalahan tersebut, keberadaan hukum pidana 

sangat penting dan juga diperlukan. Hukum pidana sebagai salah satu bagian 

dari hukum pada umumnya memang tidak menunjukan adanya perbedaan  

dengan hukum-hukum lainnya, yaitu bahwa semua hukum tersebut memuat 

sejumlah ketentuan-ketentuan untuk menjamin agar norma-norma yang ada di 

dalam hukum ditaati oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pada 

dasarnya semua hukum bertujuan untuk menciptakan suatu keserasian, 

ketertiban, kepastian hukum dan lain sebagainya dalam pergaulan hidup 

bermasyarakat.3 

                                                           
 2Moeljanto, 2008, Asas-asas Hukum Pidana, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi, 

Renika Cipta, Jakarta, hlm. 54  

 3Ibid.,hlm. 69 



 
 

Akan tetapi dalam satu hal hukum pidana menunjukkan adanya suatu 

perbedaan dari hukum-hukum yang lain pada umumnya sebagaimana bahwa 

di dalamnya orang mengenal adanya suatu kesengajaan untuk memberikan 

suatu akibat hukum berupa suatu bijzondere leed atau suatu penderitaaan yang 

bersifat khususdalam bentuk suatu hukuman kepadamereka yang telah 

melakukan suatu pelanggaran atau larangan-larangan yang telah ditentukan di 

dalamnya.4 

 Menurut Prof. Moeljanto5. Hukum Pidana sendiri murupakan 

peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan 

termasuk kedalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat 

dijatuhkan terhadap yang melakukannya. 

 Sumber hukum pidana dapat dibedakan atas sumber hukum tertulis 

dan sumber hukum yang tidak tertulis. Di Indonesia sendiri, kita belum 

memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, sehingga masih 

diberlakukan Kitab Undang-undang Hukum Pidana warisan dari pemerintah 

kolonial Hindia Belanda. Adapun sistematika Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana antara lain : 

1. Buku I Tentang Ketentuan Umum (Pasal 1-103). 

2. Buku II Tentang Kejahatan (Pasal 104-488). 

                                                           
4P.A.F. Lamintang, 2011, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya 

Bakti, Bandung, hlm. 16. 
5Moeljanto, Op.cit., hlm.1. 



 
 

3. Buku III Tentang Pelanggaran (Pasal 489-569).6 

 Selain sumber hukum pidana yang ada di Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana atau yang kita kenal hukum pidana umum, kita juga mengenal 

hukum pidana khusus. Hukum pidana khusus ialah hukum pidana yang 

berlaku khusus untuk orang-orang yang tertentu.Hukum pidana khusus 

sebagai perundang-undangan di bidang tertentu yang memiliki sanksi pidana, 

atau tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan khusus, diluar 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baik perundang-undang Pidana 

maupun bukan pidana tetapi memiliki sanksi pidana.7 

 Telah dijelaskan bahwa hukum pidana khusus ialah perundang-

undangan di bidang tertentu yang memiliki sanksi pidana baik didalam 

perundang-undang pidana maupun bukan pidana tetapi memiliki sanksi 

pidana8. Perundang-undangan pidana yang memiliki sanksi pidana terhadap 

tindakan pidana yang sering kita temui sebagai contoh tindak pidana Korupsi 

yang diatur Undang-undang Republik Indonesia no. 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan 

nepotisme, Undang-undang Republik Indonesia no. 20 Tahun 1991 tentang 

Pemberantasan korupsi, dan juga tindak pidana Narkotika dan Psikotropika 

yang diatur Undang-undang Republik Indonesia no. 35 Tahun 2009 tentang 

                                                           
6Moeljanto, 2006, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Bumi Aksara 

 7Moeljanto, Op.cit., hlm.70 

 8P.A.F. Lamintang, Op.cit., hlm 57 



 
 

Narkotika, dan Undang-undang Republik Indonesia no.5 Tahun 1997 tentang 

Psikotropika. 

 Ada juga hukum pidana khusus dari Perundang-undangan yang bukan 

membahas tentang tindak pidana tetapi memiliki sanksi pidana didalamya, 

contohnya ialah Undang-undang Republik Indonesia no. 42 Tahun 1999 

tentang Jaminan fidusia. Didalam Undang-undang Republik Indonesia no . 42 

Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia  pada Pasal 36 mengatur tentang 

ketentuan pidana yang berbunyi :  

 “Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan,atau menyewakan 

 Benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud 

 dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis 

 terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara 

 paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- 

 (lima puluh juta rupiah).” 

 

Sedangkan yang diatur dalam Pasal 23 ayat (2) yang berbunyi : 

 “Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau 

 menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi obyek Jaminan 

 Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan 

 persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.” 

 

Pengertian Fidusia sendiri ialah pengalihan hak kepemilikan suatu 

benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak 



 
 

kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.9 

Sedangkan Jaminan Fidusia ialah hak jaminan atas benda bergerak baik yang 

berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya 

bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang 

tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia,sebagai agunan bagi 

pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan 

kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.10 

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa Perjanjian fidusia adalah 

perjanjian hutang piutang debitor kepada kreditor yang melibatkan 

penjaminan yang berlandasankan atas kepercayaan antar kreditor dan debitor. 

Jaminan tersebut kedudukannya masih dalam penguasaan pemilik jaminan 

(debitor).Praktek fidusia telah lama dikenal sebagai salah satu instrumen 

jaminan kebendaan bergerak yang sifat non-possessory. Berbeda dengan 

jaminan kebendaan bergerak yang bersifat possessory, seperti gadai, jaminan 

fidusia memungkinkan sang debitor bersifat sebagai pemberi jaminan untuk 

tetap menguasai dan mengambil manfaat atas benda bergerak yang telah 

dijaminkan tersebut. Disinilah Biasanya terjadi pelanggaran-pelanggaran yang 

dilakukan baik oleh kreditor maupun debitor, pelanggaran yang sering muncul 

                                                           
9  Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia 
10Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia 



 
 

dikarenakan pengalihan hak atas objek jaminan fidusia ini atas dasar 

kepercayaan antar kreditor kepada debitor.11 

Adapun salah satu kasus mengenai tindak pidana fidusia yaitu putusan 

pidana dengan nomor : Nomor 295/Pid.Sus/2016/PN.Gto12, yang melibatkan 

terdakwa HERWIN HASAN ALIBASA awalnya Terdakwa adalah debitur 

dalam pembiayaan kredit diperusahaan PT. BII Finance Center Cabang 

Gorontalo. Terdakwa mengajukan pembelian mobil secara kredit ke PT. BII 

Finance setelah memenuhi seluruh syarat yang diminta akhirnya pengajuan 

kredit oleh terdakwa disetujui oleh PT BII Finance Center Cabang Gorontalo. 

Setelah disetujui maka pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2014 dilakukan 

serah terima barang berupa 1 (satu) unit mobil merek Toyota New Rush – 

1500CC SVVTI MT TRD tahun 2014 Nomor rangka : 

MHFE2CJ3JEK081243, nomor mesin DEH6810 warna Black Mika (hitam) 

sebagai objek jaminan fidusia yang diserahkan oleh ELONG S. ALI alias 

ELONG selaku Sales dealer Toyota dan diterima oleh Terdakwa.13 

 Harga mobil Toyota Rush warna hitam yang menjadi obyek jaminan 

fidusia tersebut adalah Rp. 249.900.000 (dua ratus empat puluh sembilan juta 

sembilan ratus ribu rupiah). Uang muka yang telah dibayarkan oleh Terdakwa 

                                                           
11Yurizal, 2015, Aspek Pidana dalam Undang-undang No.42 Tahun 1999 tentang 

Jaminan Fidusia, Media Nusa Kreatif, Malang, hlm. 7 
12Putusan nomor : 295/Pid.Sus/2016/PN.Gto 

 13https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/af1704919dbdbf7dd35ab3dec8437, 

diakses tanggal 31 juli 2017 Pukul 11.35 WIB. 



 
 

sebesar Rp. 81.648.000 (delapan puluh satu juta enam ratus empat puluh 

delapan ribu rupiah) dengan lama kredit 4 (empat) tahun atau 48 (empat 

puluhdelapan) bulan, sementara angsuran atau cicilan setiap bulan yang harus 

dibayarkan Terdakwa adalah sebesar Rp.5.186.000 (lima juta seratus delapan 

puluh enam ribu rupiah).14 

 Terdakwa telah melakukan penunggakan kewajiban membayar cicilan 

sudah lima kali atau lima bulan sejak bulan Mei sampai dengan September 

2015. Terdakwa yang telah menunggak pembayaran cicilan kredit ke 

perusahaan PT. BII Finance Center Cabang Gorontalo selama 5(lima) bulan, 

Perusahaan PT. BII Finance Center Cabang Gorontalo eksekusi penarikan 

obyek jamninan Fidusia terhadap debitur yang menunggak pembayaran 

angsuran, dimana sebelum melakukan penarikan obyek jaminan fidusia 

perusahan terlebih dahulu memberikan surat peringatan berupa Surat 

Peringatan Pertama (SP1) tanggal 19 April 2015, SP2 (surat peringatan 

terakhir) pada tanggal 26 April 2015 dan perusahaan juga sudah menerbitkan 

Surat Tugas penarikan obyek jaminan fidusia kepada Terdakwa pada tanggal 

18 Maret 2015.  PT. BII Finance Center Cabang Gorontalo berusaha 

mengajak terdakwa untuk bekerja sama untuk membicarakan pelunasan obyek 

jaminan fidusia namun Terdakwa tidak mampu memberikan jaminan 

mengenai pelunasan kewajiban, setelah pihak perusahaan PT. BIIFinance 

                                                           
 14Ibid.  



 
 

Center Cabang Gorontalo mencari dan mengumpulkan informasi dan 

melakukan pencarian mengenai keberadaan obyek jamninan fidusia berupa 

mobil tersebut namun akhirya tidak diketahui lagi keberadaan obyek jaminan 

fidusia berupa mobil merek Toyota Rush warna hitam tersebut sampai saat 

perkara ini disidangkan, sehingga perusahaan berkesimpulan Terdakwa telah 

mengalihkan, menggadaikan, menghilangkan obyek jaminan fidusia 

tersebut.15 

 Lalu ada juga kasus berupa putusan No.80/Pid.Sus/2017/PN.Gto, yang 

melibatkan terdakwa Drs. RUSTAM BAHUA,  M.Si alias RUSTAM pada 

tanggal 28 Januari 2013 Terdakwa membeli secara kredit melalui PT. ASTRA 

SEDAYA FINANCE berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota New Avanza 1.3 G 

Bekas Pakai Nomor Rangka/NIK: MHFM1BA3JAK255328 Nomor Mesin 

DG14223 Tahun Perakitan 2010 Nomor Polisi DM 1009 AC Nomor BPKB: 

G1937546S2 berdasarkan Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor: 

01.600.872.00. 130188.9 tertanggal 28 Januari 2013 dengan hutang pokok 

Rp.121.611.000,- (seratus dua puluh satu juta enam ratus sebelas ribu rupiah) 

dengan angsuran Rp.3.852.000,- (tiga juta  delapan ratus lima pulu dua ribu 

rupiah) selama 48 (empat  puluh) delapan bulan angsuran selanjutnya 

terdakwa menjaminkan mobil tersebut secara fidusia  kepada  PT.  ASTRA  

SEDAYA  FINANCE  dengan  nilai  penjaminan  Rp.142.000.000,- (seratus 

                                                           
 15 Ibid  



 
 

empat puluh dua juta rupiah)  sebagaimana dalam Akta Penyerahan Benda 

Secara Fidusia Sebagai Jaminan pada Notaris HELEN PATIASINA, SH 

Nomor: 28 Tanggal 01 Pebruari 2013 yang telah terdaftar pada Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Gorontalo Nomor : 

W26.2199-AH.05.01.TH.2013/STD Tanggal 15 Maret 2013 ; 

 Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh 

terdakwa pada sekitar Akhir Bulan Pebruari 2015 bertempat di rumah 

terdakwa Kelurahan Buliide Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo, terdakwa 

menyewakan mobil tersebut kepada Saksi FITRIYANTO  HUDA, SE dan 

ISMAIL HASAN tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT. ASTRA 

SEDAYA FINANCE ; 

 Selanjutnya pada tanggal 8 Januari 2016 terdakwa tanpa persetujuan 

tertulis terlebih dahulu dari PT. ASTRA SEDAYA FINANCE menyuruh 

Saksi FITRIYANTO HUDA, SE untuk menjual mobil tersebut sehinggga 

kemudian Saksi FITRIYANTO HUDA SE menyerahkannya kepada Saksi 

SARJAN Y. USU selaku pemilik showroom di Jalan Salak Kota Gorontalo 

yang kemudian mobil tersebut dijual Saksi SARJAN Y. USU kepada ANDI ; 

 Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. ASTRA SEDAYA 

FINANCE menderita kerugian sebesar Rp. 53.204.813,- (lima puluh tiga juta 

dua ratus empat ribu delapan ratus tiga belas rupiah). 



 
 

 

Dari kedua kasus diatas diketahui bahwa adanya pengalihan, 

menggadaikan ataupun menyewekan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan 

tertulis ataupun lisan yang terlebih dahulu kepada pihak penerima fidusia 

(kreditor).  

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik 

untuk menganalisis lebih jauh tentang penerapan sanksi pidana didalam 

perjanjian fidusia telah menjadi latar belakang permasalahan dalam penelitian 

ini, yang hasilnya dituangkan dengan judul ANALISIS PENERAPAN 

SANKSI PIDANA PADA PASAL 36 UNDANG-UNDANG NO.42 

TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi inti permasalahan dalam 

penelitian ini adalah:  

1. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana pada Pasal 36 Undang-undang 

No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dalam putusan 

Nomor:295/Pid.Sus/2016/PN.Gto dan Nomor:80/Pid.Sus/2017/PN.Gto? 

2. Dapatkah pasal 372 KUHP dijadikan salah satu alternatif sanksi pidana 

dalam jaminan fidusia?  

 

C.  Tujuan Penelitian  

 Tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu : 

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana pada pasal 36 Undang-

undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dalam putusan 

Nomor:295/Pid.Sus/2016/PN.Gto dan Nomor:80/Pid.Sus/2017/PN.Gto 

2. Untuk mengetahui apakah pasal 372 KUHP dapat dijadikan salah satu 

alternatif sanksi pidana dalam jaminan fidusia.  

 

D.   Manfaat Penelitian  

 Disuatu penelitian sangat diharapkan dapat memberikan manfaat yang 

dapat berguna khususnya untuk ilmu pengetahuan dibidang penelitian sekripsi 

 

 



 
 

ini. Dilihat dari segi sasarannya, penelitian yang di laksanakan, diharapkan 

memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis : 

a) Diharapkan agar dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 

pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Pidana 

pada khususunya tentang tindak pidana dalam jaminan fidusia. 

b) Diharapkan agar dapat menambah bahan referensi dibidang 

karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian di masa yang 

akan datang. 

2. Manfaat Praktis : 

a) Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti. 

b) Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi 

masyarakat agar dapat menambah wawasan dalam bidang ilmu 

pengetahuan bagi para pihak dibidang hukum pidana dan dapat 

membentuk pola pikir yang dinamis, sekaligus mengetahui 

kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh. 

 

E.  Ruang Lingkup 

 Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada pembahasan aspek dalam 

penerapan sanksi pidana pada Pasal 36 Undang-undang No.42 Tahun 1999 

Tentang Jaminan Fidusia dan dapatkah pasal 372 KUHP dijadikan salah satu 

alternatif sanksi pidana dalam jaminan fidusia. 



 
 

F.   Kerangka Teori  

1. Teori Perjanjian  

 Istilah Perjanjian dalam teori ini ialah bersumber dari pengertian 

menurut Prof. Subekti yaitu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang 

berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk 

melaksanakan sesuatu hal.16 

 Sementara menurut Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu 

perbuatan dengan mana suatu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 

satu orang lain atau lebih. Dari rumusan perjanjian tersebut dapat 

disimpulkan, bahwa unsur-unsur perjanjian itu adalah :  

a. Ada para pihak. 

b. Ada persetujuan antara pihak-pihak tersebut. 

c. Ada tujuan yang dicapai. 

d. Ada prestasi yang akan dilaksanakan. 

e. Ada bentuk tertentu, baik lisan maupun tulisan. 

f. Ada syarat-syarat tertentu.17 

Suatu perjanjian memiliki fungsi yuridis, yaitu mewujudkan kepastian hukum 

bagi para pihak yang membuat suatu perjanjian atau kontrak, bahkan bagi 

pihak-pihak atau lebih pihak ketiga yang mempunyai kepentingan hukum 

terhadap kontrak tersebut. Arti kepastian hukum dalam perjanjian atau kontrak 

                                                           
 16Subekti, 1994, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, hlm.1. 

 17Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 



 
 

mencakup sejumlah aspek yang saling berkaitan yaitu perlindungan terhadap 

subjek hukum perjanjian (orang dan badan hukum) dari kesewenang-

wenangan sumber hukum perjanjian lainnya, disamping itu subjek hukum 

perjanjian harus dapat menilai akibat hukum dari perbuatannya. Kepastian 

hukum dalam perjanjian ini memberikan jaminan bagi dapat diduganya dan 

terpenuhinya perjanjian serta dapat dituntutnya pertanggungjawaban hukum 

atas pelaksanaan perjanjian.18 

 Di suatu teori perjanjian, kata sepakat merupakan hal yang paling 

penting. Hal ini berarti kata sepakat tidak hanya kesesuaian kehendak antar 

para pihak yang berjanji saja, tetapi juga menyangkut kehendak dan 

pernyataan dari kehendak para pihak itu harus sesuai, atau persesuaian 

kehendak, dan tidak sekedar persesuaian sehingga tidak timbul cacat 

kehendak. Konsekuensi adanya kesepakatan untuk mengikatkan diri bahwa 

semua pihak telah menyetujui materi yang diperjanjikan, tidak ada paksaan 

atau di bawah tekanan.19 

 

2. Teori Pemidanaan 

 Pidana sebagai sarana atau alat yang dapat digunakan untuk 

menegakan norma-norma dalam hukum pidana akan berkaitan dengan latar 

                                                           
 18Muhammad Syaifuddin, 2013, Hukum Kontrak, CV.Mandar Maju,  Bandung, , 

hlm.47. 

 19Ibid., hlm.79 



 
 

belakang mengapa seseorang menggunakan sanksi pidana.20 Berkaitan dengan 

latar belakang mengapa seseorang menggunakan sanksi pidana dan dasar 

pembenaran dari suatu pemidanaan, maka dikenakanlah beberapa teori 

pemidanaan sebagai berikut:21 

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (vergeldings theorien) 

 Dasar pijakan teori ini adalah pembalasan, inilah dasar pembenar dari 

penjatuhan penderitaan berupa pidana itu kepada penjahat. Negara berhak 

untuk menjatuhkan pidana kepada penjahat karena telah melakukan 

penyerangan atau perkosaan pada hak atau kepentingan hukum (pribadi, 

masyarakat atau negara) yang telah dilindungi.  

b. Teori Relatif atau Tujuan (doel theorien) 

Teori ini menganggap sebagai dasar hukum dari pidana itu adalah tujuan 

(doel) dari pidana itu sendiri, karena pidana itu sendiri mempunya tujuan-

tujuan tertentu. Adapun yang dianggap sebagai tujuan pokok dalam 

menjatuhkan pidana itu sendiri adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan 

(de handhaving van de maatschappelijke orde). Arti pidana itupun dijatuhkan 

bukan karena seseorang itu melakukan kejahatan, melainkan supaya orang 

jangan melakukan kejahatan-kejahatan guna menciptakan ketertiban dalam 

                                                           
 20Rasyid Ariman., dan Fahmi Righib, 2010, Hukum Pidana (Tindak Pidana, 

Pertanggungjawaban Pidana, Pidana dan Pemidanaan), Palembang:Bagian Hukum Pidana 

Fakultas Hukum UNSRI, hlm 45 

 21Ibid., hlm.46-49 



 
 

masyarakat. Dengan demikian dasar pembenaran pidana menurut teori ini 

adalah terletak pada tujuannya.  

c. Teori Gabungan (werenigings theorien) 

 Teori ini merupakan penggabungan dari teori absolut dan relative. 

Menurut pandangan teori ini selain dimaksudkan sebagai upaya pembalasan 

atas perbuatan jahat yang dilakukan oleh seseorang, pidana juga dimaksudkan 

untuk menciptakan rasa keadilan dan ketertiban dalam kehidupan di 

masyarakat. 

3. Teori Pertimbangan Hakim 

 Kemandirian dan kebebasan hakim pada dasarnya harus 

memperhatikan berbagai aspek agak putusan yang diambilnya dapat 

memberikan kepastian hukum, kebenaran, keadilan serta memberikan manfaat 

bagi masyarakat. Secara yuridis Hakim telah dijamin kebebasannya serta 

kedudukannya didalam Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang No. 48 

tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman.22 Selanjutnya menurut 

Nanda Agung Dewantoro, dalam menjalankan fungsinya sebagai hakim 

terdapat lima hal yang menjadi tanggung jawab hakim yaitu :23 

 

                                                           
 22Sudarto, 2010, Hukum dan Hukum Pidana, Sinar grafika, Bandung, hlm. 17 

23Nanda Agung Dewantoro, 1987, Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani 

Suatu Perkara Pidana, Askara Persada, Jakarta, hlm 149 



 
 

a) Justisialis Hukum ialah mengadilkan. Jadi putusan hakim yang 

dalam praktiknya memperhitungkan kemanfaatan doel 

matigheid perlu diadilkan. Tiap putusan yang diambil dan 

dijatuhkan dan berjiwa keadilan, sebeb itu adalah tanggung 

jawab jurist yang terletak dalam justisialis daripada hukum. 

b) Penjiwaan Hukum dalam berhukum recht doel tidak boleh 

merosot menjadi suatu alat hampa tanpa adanya jiwa. 

c) Pengintegrasian Hukum, hokum perlu senantiasa sadar bahwa 

hulum dalam kasus tertentu merupakan ungkapan hokum pada 

umumnya. 

d) Totalitas Hukum, maksudnya menempatkan hokum keputusan 

hakim dalam keseluruhan kenyataan, bahwa hakim melihat dari 

kenyataan ekonomis dan sosial. 

e) Personalisasi Hukum, mengkhususkan keputusan pada personal 

(kepribadian) dari pihak yang mencari keadilan dalam proses. 

G.   Metode penelitian 

1. Tipe Penelitian  

        Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini 

adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan 

yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder 



 
 

belaka.24 Oleh karena itu, sumber data utama yang digunakan ialah 

sumber data sekunder, namun untuk pendalaman kajian juga ditunjang 

dengan sumber data primer. Adapun kegiatan dalam penelitian ini 

adalah menganalisis sanksi pidana yang terjadi didalam perjanjian 

fidusia berdasarkan pasal 36 UU no.42 Tahun 1999 tentang jaminan 

fidusia. 

 

2. Pendekatan Penelitian  

      Penelitian ini mengunakan beberapa pendekatan yaitu sebagai 

 berikut: 

a. Pendekatan Kasus (case approach) 

    Salah satu metode penelitian dalam ilmu sosial, Dalam riset yang 

menggunakan metode ini, dilakukan pemeriksaan longitudinal yang 

mendalam terhadap suatu keadaan atau kejadian yang disebut sebagai 

kasus dengan menggunakan cara-cara yang sistematis dalam 

melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi, dan 

pelaporan hasilnya. Sebagai hasilnya, akan diperoleh pemahaman yang 

mendalam tentang mengapa sesuatu terjadi dan dapat menjadi dasar  

 

 

                                                           
 24Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2003, Penelitian Hukum Normatif; Suatu 

Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,hlm.13. 



 
 

bagi riset selanjutnya. Studi kasus dapat digunakan untuk 

menghasilkan dan menguji hipotesis.25 

 

b. Pendekatan Undang-Undang (statute approach) 

     Pendekataan  ini dilakukan dengan mengamati, mengkaji, 

menelaah, memeriksa dan meneliti semua peraturan perundang-

undangan atau regulasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum 

(isu hukum) yang sedang ditangani atau dihadapi. Pendekatan 

perundang-undangan ini gunakan untuk mempelajari  kekonsistensian 

atau kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-

Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-

undang yang lain dan seterusnya. Pendekatan perundang-undangan ini 

dilakukan untuk menghasilkan suatu argumen yang berguna untuk 

memecahkan atau menjawab permasalahan hukum yang sedang 

ditangani atau dihadapi.26 

3. Sumber Bahan Hukum  

      Sumber bahan hukum yang utama dipergunakan dalam 

penulisan skripsi ini diperoleh dari : 

 

                                                           
25Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana Penada Media Group, 

Jakarta, hlm. 95. 

 26Abu Yasid, 2013,  Aspek-Aspek Penelitian Hukum, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 

hlm. 75. 



 
 

a. Bahan Hukum Primer 

  Bahan hukum primer yaitu data yang diperoleh dari bahan 

hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat 

serta berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti.27 Bahan 

hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

3. Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan  

 fidusia. 

4. Putusan Pengadilan Negeri Nomor:295/Pid.Sus/2016/PN.Gto 

5. Putusan Pengadilan Negeri Nomor:80/Pid.Sus/2017/PN.Gto 

b.  Bahan Hukum Sekunder 

  Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang 

memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer.28 Yang 

diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur dan peraturan 

perundang-undangan, putusan pengadilan,  tulisan ilmiah, surat kabar, 

dan buku-buku hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang  

akan dibahas  pada  penelitian ini.  

 

                                                           
 27Amiruddin, dan Zainal Asikin, 2014, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, hlm.47. 

 28Suratman, dan Philips Dillah, 2013, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Bandung, 

hlm.67 



 
 

c.   Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier, bahan hukum yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder 

misalnya internet, buku-buku hukum pidana, indeks kumulatif dan 

seterusnya. 

4.  Teknik Pengumpulan Bahan 

   Untuk memperoleh bahan yang sesuai dan mencakup 

permasalahan dalam penelitian hukum ini, maka penulis 

menggunakan bahan melalui studi kepustakaan yang bersumber dari 

peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, 

publikasi dan hasil penelitian. 

 

5.  Teknik Analisis Bahan 

  Teknik yang digunakan dari data yang diperoleh dari studi 

kepustakaan itu dianalisis secara deskriftif kualitatif, dengan cara 

menginterprestasikan data menjadi data yang tersusun secara ringkas 

dan sistematis. Pada akhirnya hasil metode ini kemudian diuraikan 

dalam bentuk kata-kata guna penarikan kesimpulan untuk 

menggambarkan jawaban dari permasalahan penelitian.29 

 

                                                           
 29Bambang Sunggono, 1997, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, 

Jakarta,  hlm. 83. 



 
 

6.  Teknik Penarikan Kesimpulan  

   Teknik penarikan kesimpulan merupakan merupakan suatu 

cara untuk menarik kesimpulan dari data yang didapat dalam suatu 

penelitian. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, teknik 

penarikan kesimpulan yang digunakan adalah penarikan kesimpulan 

deduktif, ialah menarik kesimpulan dari hal-hal umum kehal-hal 

khusus.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 30Peter Mahmud Marzuki, 2009, Metode-metode penelitian, Sinar Grafika, Jakarta, 

hlm. 194. 


